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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik vang
menyatakan bahwa Badan Publik wajib menetapkan
standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;

. bahwa untuk memenuhi asas pelayanan Informasi

Publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan
dengan cara sederhana sebagaimana diatur dalam
Pasal 2 ayat (4} Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sragen tentang Penetapan Standar Biaya
Perolehan Salinan Informasi Publik pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilthan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilthan Umum
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019
tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
189);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilthan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilthan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan  Sekretariat Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomeor 879) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinst, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 531};

MEMUTUSEKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA
PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEABUPATEN SRAGEN.
Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi
Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Biaya perolehan salinan Informasi Publik dibebankan
kepada Pemohon Informasi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 3 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

jdih.kpu.go.id/jateng/sragen



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN

STANDAR

BIAYA

PEROLEHAN SALINAN INFORMASI

PUBLIK PADA

KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SRAGEN

BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

dalam bentuk dokumen
non-digital
(fotokopi/penggandaan)

mengganti biaya

salinan Informasi
Publik sesuai biaya

riil/harga pasar

No Uraian Biaya Keterangan
1 | Salinan Informasi Publik | tidak dipungut biaya
dalam bentuk dokumen (gratis)
digital
2 | Salinan Informasi Publik membayar atau membayar atau

mengganti biaya

salinan Informasi
Publik jika
dibutuhkan

Pengiriman salinan
Informasi Publik melalui
jasa pengiriman

membayar atau
mengganti biaya
pengiriman Informasi
Publik sesuai biaya
riil/harga pasar

apabila Pemohon
Informasi
menghendaki
salinan Informasi
Publik diserahkan
melalui
pengiriman

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
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KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Tl

PRIHANTORO PN

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
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